BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara winum Sewa Guna Usaha artinya Equipment funding, yaitu
pembiayaan peralatan/ barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu
perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian feasing
menurut surat Keputusan Bersama Menteri Keuzngan dan Menteri Perdagangan
dan Industri Republik Indonesia No. XEP 122/MK/IV/2/1974, Nomor
32/W/SK/2/1974, dan Nomor 30/KPB/1/1974 tanggal 7 Februari 1974 “Leasing
adalah pegjanjian antara /essor dan lessee untuk menyewa Ssesuatu atas barmng
modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh /essee. Hak pemilikarn barang modal
tersebut ada pada lessor sedangkan lessee hanya menggunakan barang modal
tersebut berdasarkan pemhayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam jangka
waktu tertentu”,

Seiarna ini banyak para pengusaha atau investor lebih memilih
penggunaan Jeasing sebagai alternatif pembiayaan, dikarenakan fleksibilitas dan
proses persetujuan yang lebih cepat seita adminstrasi yang lebih mudah
dibandingkan pengambilan kredit dan perbankan. Jarang investor atau perusahaan
melihat ke arah manfaat fleksibilitas dalam perencanaan perpajakan yang pada
akhimya akan memberikan keuntungan dan meningkatkan kekayaan investor atau
perusahazn terutama untuk pembiayaan yang bersifal jangka panjang (misalnya
antara 4 dan S5 tahun). Bila perusahaan atau investor mengambil kredit pada
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pertankan, maks perusahzan ersebin akan memnbeli aktiva tetapuya serara tunai
dari dana rtankan tersebot

McmnA Pevetiscan Pacerimah No. 138 Tahun 2000 tcutang biaya yang
dijjinkan Undang-Undang Scbagai Pongwvang Penghasilan Bnato (biaya
Dedubiitel/ Dediurtible Cost) bodxarkap pada, baya yang dapal dikugangkan
(dechuTible expenses) dari peodapaErEn adalah biaya depresias aktiva temap tersebut
scrta biaya bunga yang dibayarkan kepada bank Namun wmwur dan cara
AyudBan aktiva tetxp toxbu bens mengkuli peraturan pevpamkan yang
berlaku schingga biaya dcpresiasy yang bise dikurangkan dari pendamtannya
tidak bisa diatur olch penusahaan tersebut tagi engikal shian perpajakan.

Sedsngksn mntuk leasimg sendiri, pcrahman papajakan di Indonesia
maxmiukan babhwa semua biaya yang dibayarkan kepada peneahasn leasing
dalam satm tabim fiska) dapat dikarangkas dan pondapasn perusalaan tanpa
melihat bahwa di dalam perebayaran tersebut erdapal unsur cicilan pokok selain
pcobayaran buoga. Hal ini rea poaturan popajakan di (sdonesia melihat
leasing ini sebagai mumi petjaniian sewa memyewad tanpa melikat adanya opsi
kepemilikan pade skhir periade leasing (Capital Leawe). Jadi walngem pada
umumnya perjanjian leasing di Indonesia adatah borbentuk “capiral lease™, tapi
pcraturas porpajakan melihatnys sshagai “operational lease™.

Oengan sistemy papajakan seperl ini, maka investor atau genssahazo akan
memiliki fleksibililas dalam pevercanaan pevpajekan bila memilih pembiayaan
aktiva tetapnya mefahy) fasilitas leaving. Hal ini bisa tjadi tarena parusahaan

bisa mengatur besamya pembayaan Jeasing yang akan dilakukan dalam satu
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